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Tak Kuat Bayar
Rp 200 Juta

r sfdang Fungli Pengurusanl serilfikat Tdnah rutikup
DENPASA& TRIBUN BALI
- Tiga terdakwa dalam kasus
pungutan liar (pungli) peng-
urusan sertifikat di kantor Desa
Tulikup, Gianyar keberatan ter-
kait tuntutan tim iaksa Peru.rn-

tut Urnum frPU) dengan pidana
badan. Keberatan inijuga terka-
it dengan denda sebesar Rp 200
juta yang dinilai terlalu besar.

Ketiga terdakwa ini adalah
Kepala Desa Tulikup I Nyo-
man Pranajaya (62), Kelian
Dusun Banjar Menak, I Gusti
Ngurah Oka Mustawan (45)

dan Kelian Subak Siyut I Gusti
Ngurah Raka (50). Selain ke-
beratan dengan pidana badan,
para terdakwa keberatan de-
ngan besamya tuntutan pida-
na denda yang dikenakan oleh
tim ]PU pimpinan I Wayan
Suardi. Keberatan para terdak-
wa itu, disampaikan pernsihat
hukumnya saat membacakan
pembelaan (pledoi) di persi-
dangan Pengadilan Tipikoa
Jumat (7/3).

I Gede Narayana selaku
anggota tim penasihat hu-
kum terdakwa Pranajaya dan
Ngurah Raka menyatakan,
tuntutan JPU sangat berlebih-
an, tidak tepat serta terlalu
memberatkan bagi terdakwa.
Pihaknya mengatakan, klien-
nya dalam perkara ini tidak
mengambil uang negara atau
merugikan keuangan nega-
ra. Menurutnya, kasus yang
membelit kliennya merupa-
kan gratifikasi.

"Uangnya pun sudah disi-
ta. Oleh karena itu sangat ti-
dak patut, tidak adil apabila
terdakwa harus dihukum de-
ngan pidana denda," tegas-
nya, di hadapan majelis hakim
yang diketuai Made Sukereni.

Menurut Narayana, jum-
lah pengenaan pidana denda
oleh tim jPU dari Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Bali itu tidak
sebanding dengan jumlah
uang yang akan diberikan ke
terdakwa oleh pepohon (kor-
ban). Diungkapkan Narayana,
secara ekonomi kliennya tidak
mempunyai kemampuan un-
tuk membayar uang pidana
denda sebesar Rp 200 juta.
"Terdakwa mohon agar maje-
lis hakim mengesampingkan
dan menolak tuntutan fPU
tentang pidana denda kepada
terdakwa," ujamya.

D sisi lain, para terdalcrara di-
katakan Narayana, d4lam kasus
ini mengaku tidakhati-hati dan
merupakan keteledoran dalam
menjalankan tugas selaku pe-
rangkat desa. Atas pembelaan
dari para terdalcr,va yang diba-
cakan tim penasihat hukum-
nya, tim fPU akan menanggapi
pada sidang pekan depan.

Sebelumnya, terdakwa di-
tuntut penjara empat tahun-
dan denda Rp 200 juta. Sidang
ini terkait dengan pungutan
liar Rp 30 juta kepada kor-
ban yang mengurus sertifikat
pembuatan tanah di desa Tuli-
kup, Gianyar. (can)
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USAI SIDANG - Terdakwa kasfs pungli pengurusan sertifi-
kat tanah di Tulikup usai menjalanl persidangan sebelumnya.
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I Gede Narayana selaku anggota tim penasihat hukum terdakwa
Pranajaya dan Ngurah Raka menyat{kan dari seluruh fakta yang
terungkap di persidangan, Narayana menerangkan, ktiennya ti-
dak pernah meminta uang kepada pemilik tanah atau orangyang
disuruh mengurus surat-surat oleh pemilik tanah. Begitu juga
terdakwa tidak pernah memerintahkan staf atau pegawai yang
mengurusi surat untuk meminta sejumlah uang yang berhubung-
an dengan tanah milik pemohon.

Dipaparkannya, terdakwa Pranajaya tidak mempunyai niat me-
maksa, memeras pemohon, menyer+hkan sejumlah uang. "Kenya-
taannya surat yang dimohonkan selQ$ai sebelum ada pemberian
uang. Jika benar, maka uang itu suddh harus diserahkan sebelum
surat-surat selesai diurus," ujar Nardyana dalam pembelaannya.

Lebih lanjut, terdakwa Pranajaya dan Ngurah Raka telah menga-
kui kesalahannya. Sehingga menurut Narayana, para terdakwa la-
yak, patut dan adil diberikan kesemp4tan untuk mgmperbaiki diri.

"Memperhatikan kondisi yang telafi disampaikan, kami mohon
majelis haki m berkenan mem berikail putusan seringan-ringa nnya.
Apabila majelis hakim berpendapat lhin, mohon diberikan putus-
an seadilnya. Menjatuhkan pidana pNnjara selama waktu penaha-
nan yang telah dijalani oleh terdakwd Pranajaya dan Ngurah Raka
sampai dijatuhkan putusan," pintanya. (can)
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